
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan tax review yang sudah dilakukan oleh penulis dalam 

upaya menelaah pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPh dan PPN perusahaan 

pada tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPh dengan 

baik dimana perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan serta 

terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sehingga perusahaan 

berpotensi terkena sanksi. Terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan, 

perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

Terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013, perusahaan terlambat dalam menyetor pajak terutang serta tidak 

menyetor secara bulanan. Terkait PPh Pasal 21, perusahaan tidak melaporkan 

seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, tidak 

melaporkan penghasilan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap dan bukan 

pegawai sehingga terdapat kemungkinan perusahaan kurang memotong dan 

menyetor PPh Pasal 21, dan perusahaan yang terlambat menyetor sebanyak 1 

masa dan terlambat melapor sebanyak 3 masa. Terkait PPh Pasal 23, 

perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.  

2. Perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN dengan 

baik dimana perusahaan sering tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan 

yang dilakukan serta melaporkan Faktur Pajak atas penyerahan tidak sesuai 

dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Terkait pelaporan, perusahaan terlambat 

lapor sebanyak 1 masa. 

3. Apabila perusahaan melakukan penyetoran PPh yang belum disetor paling 

lambat tanggal 12 Maret 2018 dan melakukan pembetulan SPT Masa, maka 

perusahaan akan terkena sanksi perpajakan sebesar Rp 41.161.408 [Rp 

8.448.480 (Tabel 4.2) + Rp 20.945.029 (Tabel 4.2) + Rp 1.200.000 (Tabel 4.2) 

+ Rp 92.525 (Tabel 4.4) + Rp 300.000 (Tabel 4.4) + Rp 8.975.374 (Tabel 4.7) 



+ Rp 1.200.000 (Tabel 4.7)] untuk PPh dan sebesar Rp 110.089.412 [Rp 

109.589.412 (Tabel 4.15) + Rp 500.000 (Tabel 4.18)] untuk PPN. Apabila 

perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga 

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka perusahaan akan terkena 

sanksi perpajakan maksimal sebesar Rp 134.984.793 [Rp 9.308.160 (Rp 

19.392.000 (Tabel 4.2) x 2% x 24 bulan) + Rp 20.945.029 (Tabel 4.2) + Rp 

1.200.000 (Tabel 4.2) + Rp 38.784.000 (Rp 19.392.000 (Tabel 4.2) x 200%) + 

Rp 92.525 (Tabel 4.4) + Rp 300.000 (Tabel 4.4) + Rp 12.223.563 (Rp 

25.465.758 (Tabel 4.7) x 2% x 24 bulan) + Rp 1.200.000 (Tabel 4.7) + Rp 

50.931.516 (Rp 25.465.758 (Tabel 4.7) x 200%)] untuk PPh dan 133.022.636 

[Rp 109.589.412 (Tabel 4.15) + Rp 500.000 (Tabel 4.18) + Rp 4.438.688 (Rp 

9.247.268 (Tabel 4.17 kolom keempat, masa Mei sampai Desember) x 2% x 24 

bulan) + Rp 18.494.536 (Rp 9.247.268 (Tabel 4.17 kolom keempat, masa Mei 

sampai Desember) x 200%)] untuk PPN.  

 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penerapan tax review 

terhadap kewajiban perpajakan terkait PPh dan PPN perusahaan, penulis 

memberikan saran kepada perusahaan sebagai berikut:  

1. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh 

Pasal 23, perusahaan harus segera menyetorkan pajak yang terutang kemudian 

membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dan SPT Masa PPh 

Pasal 23 untuk setiap masa ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili 

perusahaan. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh Pasal 21 dan 

PPN, perusahaan harus melakukan perbaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT 

Masa PPN. 

2. Perusahaan harus selalu memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas 

seluruh penyerahan yang dilakukan baik penyerahan kepada Pengusaha Kena 

Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak serta mengumpulkan seluruh 

Faktur Pajak dengan masa yang sama sehingga ketika dilaporkan pada SPT 



Masa PPN tidak ada Faktur Pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan masa 

penerbitan Faktur Pajak. 

3. Membuat catatan khusus terkait transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 4 

Ayat 2 dan PPh Pasal 23 sehingga perusahaan tidak kembali melakukan 

kesalahan dimana perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23. 
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